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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa  untuk  meningkatkan  kompetensi pengawas
operasional di bidang pertambangan mineral dan batubara
melalui standardisasi kompetensi kerja serta sesuai dengan
ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi
Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan
Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Operasional di

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
257);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi
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Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1885);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA KHUSUS PENGAWAS OPERASIONAL DI
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal 1
Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas
Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas
Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3
Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional yang diterbitkan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA KHUSUS PENGAWAS OPERASIONAL DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki karakteristik,
antara lain padat modal, teknologi tinggi, serta risiko dan bahaya yang
tinggi. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan pertambangan yang
sesuai dengan karakteristik tersebut dan dalam rangka menerapkan
kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, diperlukan sumber daya manusia yang

berkompeten.

Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai
dengan tuntutan kebutuhan tenaga profesional di bidang pertambangan
mineral dan batubara, diperlukan adanya kerja sama antara instansi
Pemerintah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan dunia usaha/industri.
Kerja sama tersebut diwujudkan dalam penerapan Standar Kompetensi
Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat SKKK, salah satunya SKKK

Pengawas Operasional di bidang pertambangan mineral dan batubara.



